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PUTUSAN
Nomor 0057//Pdt.G/2022/PA.PKj

B
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata itsbat nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan atas
perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru 17 Juli 1942, agama Islam,
Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan xxx XXXXx
XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XX XXX XX
XXX, XXXX XXXXXXxX, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
XXXXXXXX  XXXXXXXX — XXXXXXX  Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;
melawan

TERGUGAT, NIK 7310111804860002, HP 088242160487, tempat dan tanggal
lahir Tamarupa 18 April 1986, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar
(SD), agama Islam, pekerjaan XxxXxx XXXxxxxx, tempat kediaman
di XXXXXXX XXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXX, Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, XXXXXXXX — XXXXXXXX — XXXXXXX
selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat Pemohon dan mendengar keterangan saksi-

saksi;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis pada

tanggal 24 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pangkajene pada tanggal tersebut, dalam register perkara Nomor
0057/Pdt.G/2022/PA Pkj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 1982, Pemohon

melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Termohon

(meninggal dunia), menurut agama Islam di xxxx Xxxxxxxxx, Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dalam

usia 40 tahun dan laki-laki berstatus duda dalam usia 62 tahun, pernikahan

dilangsungkan dengan imam kampung yang bernama Xxxxx dan wali nikah

yaitu Xxxxx (Kakak kandung Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi

yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang Rp.75.000,00

rupiah dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Termohon

(meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan

pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya

suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

4.1. Anak 1 (Laki-laki)
4.2. Anak 2 (Laki-laki)
4.3. Anak 3 (Perempuan)

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula
Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta
Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon (almarhum) ternyata
tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, dengan alasan karena Pemohon dan Termohon (almarhum)
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belum mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkajene
dan kepulauan;

7. Bahwa lelaki bernama Termohon telah meninggal dunia di kediamannya
di X00XXX XXXXXXXX  XXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXX, Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, pada Hari Sabtu
tanggal 25 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, Nomor 474.3/60/DTR/IX/2021 tanggal 27
September 2021;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim
untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan lelaki yang
bernama Termohon terjadi pada tanggal 18 Nopember 1982 untuk keperluan

Tunjangan Pensiun Termohon dan dokumen lainnya;

9.

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PENGGUGAT dengan lelaki
yang bernama Termohon (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 18
Nopember 1982 di xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang
berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon
dengan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang
pentingnya akta nikah bagi pasangan suami istri yang melangsungkan
perkawinan dan mengenai perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dengan
Termohon (meninggal dunia);
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Bahwa, perkara ini tidak wajib mediasi karena termasuk perkara yang
menyangkut legalitas hukum;

Bahwa, Pemohon di depan persidangan telah menerangkan hal-hal yang
berkaitan dengan dalil-dalii permohonannya, kemudian dibacakanlah surat
permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang oleh Pemohon
menyatakan tetap pada permohanannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 193/022/X/2018 tanggal 22
Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Segeri, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap
pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda
P;

Bahwa, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di
atas, telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing benama:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir , 04 Februari 1967, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANGKEP, Saksi
menerangkan bahwa ia adalah kemenakan Pemohon telah menerangkan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bernama PENGGUGAT dan Termohon
bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemhonon ibu
kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan, suami Pemohon bernama Termohon, telah
meninggal dunia pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 18
November 1982;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinan di
XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon adalah kakak
kandung Pemohon yang bernama Xxxxx;
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- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung
Pemohon yang bernama Xxxxx, karena ayah kandung Pemohon yang
sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pernikahan Pemohon dan suami
Pemohon adalah Xxxxx dan Sapareng.
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan dari suami Pemohon kepada
Pemohon adalah berupa uang Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon adalah janda dan suami Pemohon statusnya
duda;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab
dan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon dan suami Pemohon sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada larangan perkawinan Pemohon dan
suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yang bernama Anak 1, Seherman dan Anak 3.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mengajukan pengesahan nikah
untuk mengurus tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnya.
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir , 04 Februari 1977, agama Islam,
pekerjaan xxx Xxxxx Xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARRU,
dalam hubungannya dengan Pemohon sebagai kemanakan Pemohon, telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bernama PENGGUGAT dan Termohon
bernama TERGUGAT,
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemhonon ibu
kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan, suami Pemohon bernama Termohon, telah
meninggal dunia pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah;
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- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 18
November 1982;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinan di
XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon adalah kakak
kandung Pemohon yang bernama Xxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung
Pemohon yang bernama Xxxxx, karena ayah kandung Pemohon yang
sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pernikahan Pemohon dan suami
Pemohon adalah Xxxxx dan Sapareng.

- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan dari suami Pemohon kepada
Pemohon adalah berupa uang Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon adalah janda dan suami Pemohon statusnya
duda;

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab
dan semenda;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon dan suami Pemohon sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada larangan perkawinan Pemohon dan
suami Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yang bernama Anak 1, Seherman dan Anak 3.

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai.

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai buku nikah.

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mengajukan pengesahan nikah

untuk mengurus tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnya.
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Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dengan
Termohon membenarkan kemudian menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan
diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk hal ikhwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dengan Putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan
nikah dengan dalil-dalii pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan
perkawinan dengan Termohon (meninggal dunia) pada tanggal 18 Nopember
1982, dikawinkan oleh kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx, wali
nikah ialah kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx karena ayah
kandung Pemohon pada waktu itu sudah meninggal dunia, saksi nikah dua
orang laki-laki masing-masing bernama Xxxxx dan Sapareng dengan mahar
berupa uang Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). dan lelaki yang telah
dinikahinya tersebut (Termohon ) telah meninggal dunia dan sampai saat ini
belum memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah
adalah untuk kelengkapan tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon sendiri,
telah hadir dipersidangan dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh
Pemohon;

Bahwa, perkara ini tidak wajib mediasi karena termasuk perkara yang
menyangkut legalitas hukum sesuai buku Il edisi revisi Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2010 halaman 85;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah
ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa untuk lebih hati-hati dalam pemeriksaan perkara ini,

maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk itu, Pemohon
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telah mengajukan alat bukti surat-surat (P) serta dua orang saksi, masing-
masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, telah
memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga bukti bukti surat dan dua orang
saksi secara formil dapat diterima dan mengenai nilai pembuktiannya secara
materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P  dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan
tulisan, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P, adalah bukti yang menunjukkan bahwa
benar lelaki Termohon , telah meninggal dunia pada tanggal 25 September
2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 merupakan turunan dari akta autentik yang
diantara isinya memuat keterangan pada pokoknya Pemohon adalah istri dari
Termohon dan sekaligus sebagai kepala keluarga serta ayah dari Hari
Setiawan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene
karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan
tulisan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di
persidangan adalah orang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam
kaitannya dengan perkara ini, saksi-saksi telah disumpah dan memberikan
keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat
sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon
dengan lelaki Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan
perkawinan pada tahun 1982, saksi-saki hadir pada perkawinannya,
mengetahui wali nikah, saksi nikah dan maharnya, mengetahui bahwa antara
pemohon dengan Termohon tidak terhalang untuk melangsungkan
perkawinan, baik menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku dilarang kawin dan setelah terjadinya perkawinan tidak ada
satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status
perkawinan dan tidak pernah bercerai sampai lelaki Termohon meninggal dunia
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dan Termohon adalah anak Pemohon dengan lelaki Termohon dan Pemohon
dengan lelaki Termohon  belum mendapatkan buku nikah dan tujuan
disahkannya perkawinan Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi
pengurusan tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnyadan
kepentinagn lain terkait perkawinan Pemohon dengan lelaki Termohon ;
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas,

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki Termohon , telah melangsungkan

perkawinan pada tanggal 18 Nopember 1982 di xxxx XXxxxxxx, Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan;

2. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut dilangsungkan secara Islam;

3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon dengan

Termohon berstatus janda dan duda,;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan

sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik

menurut hukum agama maupun menurut Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah terjadi perkawinan hidup

rukun sebagai suami isteri, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang

bernama Anak 1, Seherman dan Anak 3 dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat;

7. Bahawa lekai Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 25

September 2021 karena sakit;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan

pengurusan tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka

majelis hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
yang dilangsungkan pada tahun 1982 tersebut, telah dilaksanakan menurut
hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut
syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon secara hukum dapat diakui dan dibenarkan
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adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah atas
perkawinannya dengan Termohon sebagai bukti terjadinya perkawinan dan
untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah
antara Pemohon dengan Termohon memenuhi kelengkapan administrasi
pengurusan jamsostek dari Termohon dan terkait dengan perkawinan
Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai
bukti terjadinya perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum adanya
hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan
rukun dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah terpenuhi,
dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991
bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri,
wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas,
majelis hakim perlu mengemukahkan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana yang dimuat dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin halaman 289,
yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim

sebagai berikut :
< Yl giamg i sge all 38 Lo dinlglenagalals

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan
permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang
laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan
hukum Islam dan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama
Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut,
maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim

berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat di
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itsbatkan dan dengan demikian, permohonan Pemohon dapat diterima untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti
terjadinya perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi pengurusan
taspen, namun demikian Penetapan Pengadilan ini dapat dipergunakan pula
untuk kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan Pemohon dengan
Termohon , maka majelis hakim menyatakan bahwa dengan sahnya
perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana vyang telah
dipertimbangkan di atas, maka Putusan ini dapat dipergunakan sebagai bukti
adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan tersebut dan juga untuk
kepentingan lain yang terkait tentang perkawinan Pemohon dengan
Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat yang
bersifat kontentius dan termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum
dan termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Wale binti Lapalaloe,
dengan lelaki yang bernama Termohon (almarhum) yang dilaksanakan pada
hari Senin tanggal 18 November 1982 di Desa Tamarupa, Kabupaten
Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXX;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pangkajene pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyah., oleh kami Ali Rasyidi
Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, llyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri
Sucia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asriani AR,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd
Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
llyas, S.HIl., M.H., Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

ttd
Asriani AR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00
Biaya Proses : Rp  50.000,00
Biaya Panggilan : Rp 420.000,00
Biaya Redaksi : Rp  10.000,00
Biaya Materai : Rp  10.000,00
Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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